PUTUSAN

Nomeor 1110/PdL.G/2016/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

I Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang maj

iz telah menjatubkan

pulusan perkara ceral guaal antara;

Rahmi bint Umar, umur 22 tahun , agama Islam, pendidikan , pekerjaan
[Menounis romah tangoa, berempat tinggal o
Dusun Dadi Rade RT.022 RW. 010 Desa Wora
Kacamatan Wera HKabupaten Bima, sebagai
Penagrgugat;

melawan

Nasrudin bin Jamaludin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ,
pekeraan Petani, semuia berlempat tinggal di
Dusun Dadi Rade RT.022 RW. 010 Desa Wora
Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sekarang
tidak diketahui alamatnya di ssluruh wilayah
Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Fengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelaiar surat-sural vana berkaitan dengan perkars ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat seria para saksl di muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Menimbang batwa Pengougat datam surat permohonannva tanggal

08 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didafiar

di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Bima  dengan  Momor

1 11D.-’F::ii.?£ﬂ’:6;‘?ﬁ,.5m langoal 02 Aousties 2018 dengan dalil-dalil sebagai

berikut .

DALAM POSITA

1. Banhwa pada tanggal 02 Agustus 2043, Penpgugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatal oieh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan
Kulipan Alda Mikah Momor © tangga!l sesual dengan Duplikat Kutipan
Arta Mikah Momor @ 30 Bua18.06 7/ 08 7 Pw.01 7 08 / 2015 tangaal 01
Agustus 2016 |,

2. Bahwa seleiah perikahan lersebul Pengguga! dengan Tergugst
bertempat tinggal i perumahan PT WTC di Kalimantan Timur selama 8
bulan, kemudian pada bulan April 2014 Penggugat pulang ke Bima dan
selanjutnya pada bulan Agustus 2014 Tergugatl pulang ke Bima.. Selama
pemikahan lersebut Penggugal dengan Tergugal lelah hidup mokun
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan

1. Bahwa, sejak bulan Januar tahun 2015 antara pengguaat dan Terfguaat
lerus menerus terffadi perselisinan danpertengkaran dan lidak ada
harapan rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;

a Temugat fidak memberi nafab ahic bathin sampal sskarang

b.Keluargta Tergugat selalu kut campur dalam rumah tangga Fenggugat

dan Tergugat
. al F . & 2 f] ] T o
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c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4 Bahwa puncak herelakan antara Penggugat dan Tedgugat tersebut terjadi
pada bulan Apdl 2015 yang akibat Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dan mermilih tinggal bersama orang fua Penggugat di Desa Wora
Kecamaian wera Kabupalen Bima sampai sekarang dan sejak urtu
Tergugat tidak perdulikan Pengougal dan tidak ada huibuBngan lahir
bathin;

5 Bghwa Fenggugat sudah permsh dinasehatt ofeh keluarga dan tokeh
masyarakal untuk bersabar namun lidak berhasil |

6.Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibing dengan balk sehingga tujuan perkawinan
umtuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka  perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugatl untuk  menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat,

Bahwa berdasarkan dali-dafil tersebut, Pengounat memohon kepada

Fengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagal berikul |

DALAM PETITUM

FRIMER

i, Meangabulkan gugatan Penggugat,

2 Menjziuhkan Talag salu Ba'in Shugra Tergugat Masrudin bin Jamaludin,

izrhadap Penggugat Rabhmi binti Umar, |

= Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR
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Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tangaal yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghada‘p ke muka sidang dan tidak memyurvh orang lain menghadap

sebagai wakilkuasa hukuminya meskipun ielah dipanggil secara resmi yang

relaas panggilannya Nemor 1110PdLGE2016/FA Bm tanggall5 Agustus

2016 dan 22 Seplember 2016 dan tenggal 24 Mopember dibacskan di

dalam sidang, ternyata lidak hadir di persidangan dan kelidakhadirannya #
tersebut tanpa alasan yang sah;

Rahwa majeliz hakim telah menasihall Pengougal agar berpikir untulk
fidak bercerai dengan Tergugatl, telapi Penggugal tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini lidak dapst di mediasi karerna Tergugaet tidek
pernah datang menghadap meskipun tetah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap diperishankan oleh Penggugat;

Bahwa uniuk manguaikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat lelah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A, Surat:
1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor;5206075104940003 | tanggal 07
Maret 2043, vang dikeluarkan oleh Pemenntah Kabupaten Bima, Provipsi
Musa Tenggara Barat, Bukhi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesuai, dan
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asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Sefanjutnya olsh
Ketuza Majelis diberi banda P.1 dan diparaf,
2.Folokopi Ciuplinat Hutipan Akta mikah Momar
Alkua 12.06/0%pw. 0102/2016 vang dikeluarkan cleh Kantor Urusan
Agama ‘Kecamatan Wera HKabupaten Bima, Bukll surat fersebut telah
diberi meleral cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai. Selanjutnya oleh Ketlua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
B, Baksi:
1.3unawa bin M. Amin, umur 28, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendiditan SO tempat kediaman di RT.22. BW. 0. Desa Wera Kecamatan
Wera Kabupalen Bima. 3aksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai
tetangga Penggugat dan Tergugal serta bersedia bersumpah menurut
agamanya,
Selanjuinya saksi lersebul Dersumpah menurul talacara agamanya
bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang se
¢ Bahwa saksi ksnal dengan Penggugst dan Tergugal karenz saks
bertetangga
» Bahwa Penggugat bernama Rahmi binti Umar dan Tergugat bernama
Masroedin bin Jamaludin
« Dahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tiggal di Kalimantan
selama 8§ bulan dan kemudian pindah lagl ke Bima dan selama menikah
belum dikaruniai anak;
+« Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering teradi pem&lisihal:':
dan pertengkaran, dischabkan Tergugal suka melakukan kekerasan

dalam rumah tangga, tidak menafkahi penggugat,
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« Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah linggal pisah ssjak bulan April
2015,

« Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati, agar bersabar, namun

fidak beerhasi,

2 M ‘.f-'-.min Bin Yasin, umur 520 tahun, agama islam, pekeraan Petani,
pendidikan SD.tempat kediaman di RT.22. RW.10.. Desa \era
Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Saksi menerangkan bahwa ia
mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat serla bersedia
bersumpah menurut agamanya;

Selanjulnya saksl tersehut hersumpah menins tatacara agamanya
bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang se

»« Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

heretangna
+ Bahwa Penggugat bernama Rahmi binti Umar dan Tergugat bermama
Masrudin bin Jamaludin

= Bahwa setelzh menikah Fenggugst dan Tergugat figgs! di Kalimantan
selama & bulan dan kemudian pindah fagi ke Bima dan selama menikah
balum dikaruniai anak;

= Bahwa rumah tanggs Penggugat dan Terguegat sering torjad] perselizsinan

dan perengkaran, disebabkan Tergugst suka meiakuokan kekeragzan
dalam rumah tangga, tidak menafkahi penggugat;

= Bahwa Penggugst dan Tergugat sudaeh finggal pizah sefzk bulan Apdl

2015,

+ Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati, agar bersabar, namun

tidak heerhasil
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Selanjutnya untuk singkatnya wraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang fidak
terpisahkan dari putusan ini ;

i PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggunat adalah
sebagaimana terural di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan palul, lidak datang menghadap o muka sidang dan pula
ketidakhadirannya iiu disebabkan suaiu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinvatakan tidak hadir dan
penmohonan ersebul harus diperiksa secara versiek;

Menimbang, bahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang  berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena o majele
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-daiil permohonannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan
keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbuki
bahwa Tergugat adalah warga negara yang lercatal secara adminisirasi
sebagai penduduk yang berdomisilii bertermpat tinggal di wilayah hukum
Kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

perkara ini lermasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana

Him 7 5/d Him 13 Putwsan Nomor: 1110/PdL.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 7
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



yang dimaksud cleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Momor, 7 {shun 1983 sebagaimana yang ditambah dan
dirubah dengan Undang-Undang Momor 3 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalif gugatan Penggugat yang
lelah dihLlhti.‘:En dengan Bukli B2 dan keterangan sahksi-saksi di persidangan
maka telah terbukli bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istr sah yang ielah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan
Perundang-undangan yang beriaky sebagaimana yang dimaksud oleh Paszal

2 Undang-undang Nomor 1 ahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraiuran

Pemerintah Nemor % tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
fmlam

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi
persyaraian yang telah ditentukan cleh paraturan perundangan yang berlaku
secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima |

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Terfgugat tidak member|
nafkah lahir bathin kepada Penggugal, dan kefuarga Tergugal selaiu ikut
campur, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan
puncaknya sejak ahun 2015 Terguaat {elah pei meningogaltken Pencounat
tanpa seizin dan lanpa sepengelahuan Penggugat, fanpa diketahui
alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat atas hal itu
Penggugat sudah patah hati dan merasa pula bahwa rumah langganya
sudah tidak dapai dipertahankan lagi ; l

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas,

maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Pengougat dan

Him & s/d Him 13 Putusan Nomor: 1110/t G/2016/PA.BM
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Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah pergi
meninggatkan Penggugat yang ditandai dengan pisah tempat tinggat sudah
Tahun sampai sekarang ;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut
Penggugat 1~tﬂlah menghadirkan 2 orang saksi Dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan adalah fakla yang dilihat, didengar, diatami sendid
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena
ity keterangan saksi lersebut felah memenuhi syarat materiel sebagaimana
lelah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukli yang pada pokoknya menguatkan atasan perceraian sehagaimana
yang didafilkan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
maka lefah dilemukan fakia fakta vang menunjukkan adanya keretakan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut -
= Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pedengkaran secara lerus menerue:;

* Tergugai seialu meiakukan kekerasan dalam rumah tangga:

» Penggugat dan dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

= Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar sabar dan menunggu kembali
Tergugat, namun tidak berhasii,

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan/
disatukan lagi alau tidak, bukaniah untuk mencari siapa penyebab teqadinya

perselisihan dan perengkaran, namun keduanya tetap tidak bisa disatukan
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lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga
keduanya benar-benar sudah retak dan hali  keduanya sudah nyata-nyata
pecat |

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka
perceraian merupakan saiu-satunya alternalif ferbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengkiaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk diperiahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negstive/mudharat vang lebih besar ;

Menimbang, bahwa dilinjau darl segi kemaslahalan, maka parceraian
pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup

terkatung-katung dalam perkawinanrmah tannga yang sakit

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1874 menyebutkan bahwa "uniuk melakukan perceraian hars ada cukup
alasan batwe antara suami isti ftu fidax aken Ridug mkun sebagai suami
izt Jo, Pasal 19 huref (b} Peraturan Pemernintah Momor @ tahun 1975 Jo,
Pasal 118 huruf {b) Kompifasi Hukum Islam yang berbunyi “salfah satu pikak
meninggalkan pihak faln sefama 2 (dua) tahun beriurul-turut lanpa [zin
pihak fain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar

kemampuannya’;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha

datam kitab Ghoyatul Marom oleh Al Najdi yang berbunyi -

LS ‘,e...h-_i.iﬂ’..a -L.Ez _‘_E?.llﬂ Ly dam g afias 5500 farh q_]‘ 5

[
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Atinya : DI wakty si istd sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
fmake Hakim dapat menjafufikcan thatak =i syarmi {Kitab Ghoyalul
Mairom olal Al Majdi),

Menimbang, bahwa dari fakia-fakta yang telah dipertimbangkan di
sas falu ciihul:sungkan dengan Pasal-Pasal yang juga sebagaimana yang
telah dipertimbangkan di alas, maka Majelis Hakim berpendapal bahwa
petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak saty bain sughra
Tergugat ferhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesual dengan
kelenluan Pasal 118 ayal {(2) huruf (&) Kampilasi Hukum islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomar 7
Tahun 1888 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengaditan Argama Rima
diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada
Pegawai Pencalal Nikah di tempal perkawinan Penpgugal dan Tergugat
ditangsunghkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat {1} Undang-undang Momar 7 tahun 1980
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Memor 50 tahun 2009, biaya perkara harys dibebankan kenadg Pennnunat:
Mengingal, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
nukum Islam yang berkaitan dengan parkara ini:

MENGADIL!
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut unfuk
menghadap sidang, lidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek:

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Nasrudin bin Jamaludin

TC?!!L!:E‘E,D Pengguoal (Rahmi bint] Umar),;

iy

Memerintahikan kepada Panitera Pengadilan  Agama Bima  uniuk
menginmkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum letap
kepada Pegawai Pencatat Mikah (PPN) Kanter Urusan Agama
Kecamalan Wera Kabupaten Bima untuk dicalai perceralan lersebut
dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pengguget Unluk membavar biaya perkara ini
sejumlah Rp.755.000 .- (tujuh ratu slima puluh enam ribu rupiah),
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada han Senin tanggatl 09 Januari 2017 Masehi, berteoatan
dengan tanggal 10 Rabiul Akihir, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua
Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan M. Isna, Wahyudi, $.H.I,M.5.1
masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ftu juga
divcapkan dalam sidang terbuka uniuk umum olsh Kelua Majelis tersebul
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, SH

s=bagail Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirmya

Tergugat; e

.-"-'-'

Hakim Anggota,
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Ketua Majelis,

-,

DOrs. M. Agus Sofwan Hadi Mulyadi, 5.Ag
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Hakim Anggota,

M. lsna Wahyudi, S.HILM.5.1

Suhartati, S3H

Penncian Biaya Perkara

1 Pendaflaran o Rp. 30.000-

Proses > Rp. 50.000.-
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